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Skripsi ini berjudul “Kl;pe’fjg‘Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Di‘b‘rd@gg Pembuatan e-KTP Di
Kecamatan Belimb'i’pg', Kabupatem Melawi”. Penulisan Skripsi- ini"dimaksudkan ‘tmtuk mendeskripsikan
pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dalam
Pelayanan Pu_b-Hf< dibidang“pembuatan e-KTP. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dasi, permasalahan
kinerja pegaWai di instansi terkait, permasalahan-permasalahan tersebut tentang akuntabilitas pegawai. Hasil
penelitiapini menunjukkan bahwa akuntabilitas pegawai Di Kecamatan BelimbingSudah Cukup"ﬁaik yang
diIihatﬁ%ri tingkat kejujuran, obyektivitas, transparansi dan. kemampuan inovatif..~Selanjutnya akuntabilitas
kerja jpegawai sudah-optimal dapat dilihat dari tercapainya sasaraf atau tujuan instansi terkait, dan hasil kerja
yang dihasilkan‘pegawai memuaskan mengehai pembuatan e-KTP. Adapun keterbatasan.sarana dan pfasarana
yang cﬁmiliki menjadi kendala dalam menyelesaikan Wjaannyé, namun kendala tersebut-dapat teratasi.
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This essay ‘entitled “"Performance of Government F@rsonnel Services in e-ID car Creatiog' In District
Belimbing, Melawi regency”. Ess'y writing is intended to describe the implementation of the Government
Performance Accountability Administrative District Belimbing, Melawi regency in Publicf Service in the
manufacture of &ID card. The essay is based on the-issues raised in the employee performance'related agencies,
such concerns about the accountaility of employees. These results” indicate that employgs_é accountability In
District Belimbing ‘is good enough-viewed from the level -of honesty, objectivity, transparency and innovative
capabilities further aécguntability'is optimal' emplayee can be seen from the achieveme'nt" of goals or objectives
related agencies, and theywork produced satisfactory employee of the creation of e-1D.eard. The limited facilities
and infrastructure owned by afrobstacle.in completing the work, but these obstactes can be overcome
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan publik menjadi salah satu yang
banyak mendapatkan kritikan dan sorotan dari
masyarakat karena selama ini merasa diabaikan
kepentingannya oleh birokrasi. Seperti yang Kkita
ketahui selama ini, bahwa Kkinerja pegawai dalam
organisasi pemerintahan sangatlah buruk, dimana
banyak sekali pemborosan biaya yang diperparah
dengan adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme
dalam tubuh birokrasi kita. Oleh karena itu, semenjak
dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur
tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah
dituntut berusaha meningkatkan  pelayanan publik.
Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat un
mendapatkan pelayanan yang berkuahms terus
meningkat dari waktu ke waktu. r‘f‘

o

Sering se}aﬁ muncul ‘berbagai masalah
dalam pelayanan” pemerintah~terhadap masyarakat
yang mencermlnkan ketidak puasan masyarakat
terhadap pe1ayanan publik pemerintah , antara’lain
yaitu Pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit;belit,
sikapdan tindakan aparat, pelayanan yang suka

menuftut imbalan, kurang ramah, fogan, lambat dan==lama.
——memerlukan waktu yang lama untuk dlselesalkan

fa&htif71 pelayanan kurang memadai, maraknya
pungutan liar (pungli), yang membuat masyarakat

enggan untuk mengurus administrasi kependudukan
dengan’ aparat“pelaksana di tingkat kecamatan,
belum lEmcar karena terkendala oleh keterse

sarana Komunikasi cepat (telepon/faksimili) * g;w
belum Jtersedia di kecamatan sehin gal ‘
informasi/instruksi ~ yang  harus dlsamp ani.

kecamatan .kepada desa/kelurahan yang selanjutnya | q Ineteen

kepada masyarakat memakan waktu lama;- demikian *
pula sebaliknya. Perbaikan pelayanan publik juga

sangat  beri rﬁplikasi luas".  husunya- ~-dalam
memperbaiki  kepercayaan *masyarakat kepada
pemerintah. ’~’ )

Permasalahafi,utama pelayanan publik pada
dasarnya adalah berkaitan_ de ‘gan peningkatan
kualitas pelayanan itu sendiri. Pélayanan.yang,___
berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek,
yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata
laksana), dukungan sumber daya manusia, dan
kelembagaan. Dilihat dari sisi pola
penyelenggaraannya ( diposkan oleh  Sugeng
Rusmiwari, dari buku manajeman Kinerja Sektor
Publik, Mahmudi, YKPN, Yogyakarta, 2007, 221 ).
Pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan
antara lain:

Theonardus Aririski
Program Studi lImu Pemerintahan FISIP Untan

Kl]'réhgu koordinasi :

bt |

—termasuk-tingkat

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

Kurang responsive : Respon terhadap berbagai
keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat
seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

Kurang informative : Berbagai informasi yang
seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat
atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

Kurang accessible Berbagai unit pelaksana

pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat,
sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan

pelayanan tersebut.

0 Berbagai unit pelayanan yang
terkait ~ saftm,_dengan lainnya sangat kurang
berkoordinasi. AKibatnya, sering terjadi tumpang
tindih-ataupun pertentangan kebijakan antara satu
instansi' pelayanan denganﬁ-stanm pelayanan lain
yang terkait. .

1,
;"
=

Birokratis Pelayanan (khusus’r\y,a pelayanan
perijinan) pada umumnya-dilakukan defigan melalui
proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga
menyebabkan penyelesaian pelayanan yang teflalu
Akibatnya, berbagai ‘masalah pelayanan

ﬁurang mau mendengar keluhan/saran)asplram
asyarakat : Pada umumnya aparat pelayanan kurang
‘memiliki kemauan untuk me dengar kelufan/saran/

b{a& dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan
dilaksanakan dengan apa adan,a, tanpa add’perbaikan
d.deaktu ke waktu. f

berbagai persyaratan yang diperlukan
(khususnya dalam pelayanan perijinan seringkali tidak
relevan dengan pelayanan yang dibefikan. lihat dari
sisi. sumber daya manusianya, keIefnahan utamanya
adalah berkaitan dengan profesuonatlsme kompetensi,
empathy;dan’etika:

Menilai kualitas pe!’a')"/anan publik adalah

sangat diperlukan oleh-pefi'guna jasa pelayanan

kesulitan atau kemudahannya
mengenai karakteristik pelayanan yang diberikan. y

Dalam hal ini perlu dilihat praktek—praktek yang

digunakan oleh pihak—pihak yang berkepentingan
dengan pelayanan publik untuk menjamin suatu

tingkat kinerja yang diinginkan karena dalam
organisasi  publik, akuntabilitas berarti suatu
perwujudan  kewajiban untuk mempertanggung

jawabkan bukan keberhasilan visi, misi dan strategi
maupun pelaksanaannya dalam organisasi publik yang
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bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

Melalui penyusunan laporan pertanggung
jawaban tersebut, maka dapat diketahui seberapa baik
kinerja pegawai pada suatu instasi pemerintahan,
mengingat  begitu  besarnya  peran  aparatur
pemerintahan sebagai pelayan publik dalam segala
aspek kehidupan masyarakat. Dari hasil pengamatan
atau observasi awal di Kantor Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi yaitu dengan cara melakukan
pengamatan langsung (melihat) cara kerja pegawai di
Kantor Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan
dengan cara melakukan wawancara kepada bapak
Saidi, S.Sos ( Sekretaris Kecamatan Belimbing ).
Diperoleh temuan permasalahan atau hambatan yang
berkaitan dengan kinerja pegawai seperti pelaksanaan

program e-KTP.

e

Adapun masalah yang _Hdrﬁéaapi dalam

pelaksanaan program  e-KTR#*Vaitu kurangnya
prosedur atau penjelasans tentang  pelaksanaan
program e-KTP, seper_t,idf' apa itu_e-KTR, fungsi dan
kegunaan e-KTP, prdses pembuatan.e-KTp, syarat
dalam pembuatan®e-KTP, selainitu ditemukan
hambatan laipyang terjadi di'lapangan seperti jarak
tempuh dari'kecamatan ke desa-desa yang cukup jauh.
Fenomena lain yang ditemukan adalah proses:
pembyétan e-KTP yang terhambat dikeranakan- alat-

- ™
a” =
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individu aparatur pemerintah Kecamatan Belimbing
dalam pelayanan publik di bidang pembuatan e-KTP.

3. Rumusan Permasalahan

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimana akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah dalam pelayanan publik di bidang
pembuatan e-KTP  pada Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi ?

4. Tujuan Penelitian

. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk=mendeskripsikan  pelaksanaan Akuntabilitas

Kinerjaﬁ‘paxgtur Pemerintah Kecamatan Belimbing
Kabupaten MelaW-ngam Pelayanan Publik di bidang
pembuatan e-KTP. "

5. Manfaat Penelitian y
Man_faat Teoritis

1. Bermanfaat bagi peng mbangan studi"ltmu

alat yang rusak, misalnya Perekaman sidik jdri (padassss Pemerintahan, sehingga dapat memperkaya kajian

alat perekam sidik Jari) dan scan retina mata.’

Berda@;arkan penilaian masyarakat, jangka waktu 1
penyelesaian e-KTP terlalu lama, namun keluhan }
masyarakat seperti itu kurang direspon oleh aparat |

Kantor |, Camat Belimbing. Selain itu, quirai

pemerinfah juga terkadang kurang mau menden@&]
keluhan masyarakat. -
“ "3
Semua itu merupakan
yang akan d‘t{eliti untuk mendapatkan jawaban yang
sesungguhnya, dengan cara mela ukan wawancara,
observasi dan dokumentasi untuk mengetahui kinerja
pegawai dalam pelayanan publik terjadi di Kantor
Kecamatan Belihaping Kabupate Melawi. Oleh
kerena itu, penulis mencoba untuk melakukan:sebuah
penelitian ~ mengenai  “  Ki erja = Aparatur
Pemerintah Dalam Pelayanan  “ublik Di bidang
Pembuatan e-K TP Di Keca “=+atan_Belimbing
Kabupaten Melawi.” ——

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan untuk
mempertajam analisis penelitian agar semakin jelas (
kontras ). Adapun yang menjadi fokus penelitian
dalam penelitian kali ini adalah akuntabilitas sebagai
salah satu bagian dari teori kinerja. Maka dari itu
peneliti membatasi penelitiannya pada kinerja
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——ilmiah yang perlu dijadikan bahan teferensi dalam
ssmmPenelitian sosial lainnya yang saling berkaitan\'f

'[2. Dapat dimanfaatkan dalam rangka' pengerpbangan

‘teori; yang didapat selama per .uliahan terutama pada
~ beberapa mata kuliah yang berkaitan,," dengan
* penelitian yaitu mata kuliah llmu Pemerintahan,

l;"‘ Kepegawaian, dan Pelayanan Publik. ,‘

ermasalahan awal .
. 5.2 Manfaat Praktis J

|
ff

/
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan masukan bagi Aparatus’ Pemerintah Di
Kecamatan. Belimbing Kabupaten Melawi dalam
memberikan, pelayanan publik!defigan penuh rasa
tanggung jawab, Sehingga dlha;apkan kedepannya
dapat dijadikan tolak ukur b gﬁ kepuasan masyarakat
terhadap suatu pelayanan=yang akan diberikan. Dapat

___memberikan-data‘informasi yang berguna bagi semua

kalangan.

B. TEORI DAN METODELOGI
1). Teori

a. Kinerja

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program
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/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang terulang dalam
perumusan skema strategis  suatu organisasi (
Menurut Bastian dalam Fahmi, 2011 : 2).

penilaian  Kkinerja  merupakan  proses
mengevaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan
pekerjaan mereka, dan mengomunikasikan hasilnya
tersebut yang nantinya akan menjadi bahan masukan
yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan
dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan, atau yang
biasa disebut perbaikan yang berkelanjutan.(menurut
Mathis dan Jacson dalam Fahmi, 2012 : 65 ).

Sedangkan menurut Kumorotomo
dalam(Dwiyanto, 2002:50) mengemukakan beberapa

kewenangannya
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Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat di
pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan menurut
Sinambela,dkk (2006 : 6 ).

Akuntabilitas yaitu  sebagai perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik. ( Sinambela, dkk
2006 :8).

Dengan adanya akuntabilitas diharapkan
para  pegawai dapat  menjalankan
secara  benar.  prinsip-prinsip

bahwa

kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintahan,

publik antara lain :

Az

1. Efisiensi -~

Efisiensi menyanglg;m-ﬁ}ertimbangan tentang
keberhasilan organisasi pelayanan®= publik
memanfaatkan fa.ktor faktor produksi serta
pertimbangan yang berasal dari tasionalitas ekonomis.
Apabila diterapkan secaraobyektif, kriteria seperti
likuiditas, seValltas dan. rentabilitas merupakan
kriteria ¥§mg sangat relevan.

2. Efekilwtas

-—bahwa pegawai negeri adala

_wm==sebagai berikut : Harus jujur, obyektif, transparan, dan

inovatif.sebagai katalisator ~ perubahan manajemen

instansi p‘emerlntah dalam bentuk pemutakiran
metode dan 'te-knlk pengukuran kinerja dan
enyusunan__lapor akuntabllltas Jabbra &
E) ivedi, 19§5 %n) (

L '-.’
c. Aparatur Pemerintah Y

,-"‘Dalam Undang-Undang Nomofl'\zé}3 Tahun

1999 tentang perubahan atas ndanguundéhg.Nomor
8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan
Setiap warga flegara

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi—Republik Indonesia yang telah memenuhi syafat yang
pelaya?nan publik tersebut tercapai. Hal tersebut-erat 'Jditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, }
tujuan qrganisasi. | 1

3. Keadllan

il

4
}Qadllan mempertanyakan distribusi’ Jﬂanl

iserahi tugas dalam suatu jabatan negeg atau
 diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berfasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.a

Se ngkan Pegawai Negeri Sipil itu sendlrl terbagi
men;adl tiga macam berdasarkan jenis pekerjaannya,

alokasi Iayanan yang diselenggarakan oleh organisasi .. yaitu: f

pelayanan pdbllk

4. Daya tanggab1

Berbedal‘:gengan bisnis ,..ang dilaksanakan
oleh pihak swasta, organisasi: pelayanan publik
merupakan bagian dari,daya tanggap negara atau
pemerintahan akan kebutuhan vitall masyarakat. Oleh
karena itu kriteria organ|§a51~‘tersebut secara
keseluruhan harus dapat
secara transparan demi memenuhi kriteria daya
tanggap ini.

kriteria kinerja yang baik dapat dicapai
dengan dimulai dari peningkatan sumber daya
manusianya maka mutu kinerja yang unggul dapat
dicapai.

b. Akuntabilitas
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Program Studi lImu Pemerintahan FISIP Untan

a. Pegawai Negeri Sipil; b

b. Anggota Tentara Nasional Indone5|a

¢. Anggota Kepolisian Negara Rgbubllk

Indonesia. ™

Pegawai Négeri berkedudukan sebﬂgal unsur aparatur
regara.yang bertugas untuk mgmberlkan pelayanan
kepada masyarakat secara profésional, jujur, adil, dan
merata dalam penyggng@araan tugas negara,
pemerintahan dan-pembangunan.

dipertanggungjawabkan™"

d. Pelayanan Publik

Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau
negara memiliki fungsi utama untuk mengadakan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
baik dan memuaskan. Menurut Kotler dalam Sampara
Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
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terikat pada suatu produk secara fisik ( Sinambela,
2006:4-5).

Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan
adalah suatu kegiatan atau urutan yang terjadi dalam
interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain
atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan ( Sinambela, 2006 : 5).

Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003,
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
palayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu pelayanan
publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia
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sebagai tempat penelitian ini adalah di Kantor
Kecamatan Belimbing terdapat beberapa
permasalahan saat melaksanakan pelayanan di Bidang
pembuatan e-KTP dan ada beberapa masalah yang
ada kaitannya dengan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja pegawai dalam pemberian pelayanan terhadap
masyarakat. Selain itu pertimbangan letak strategis
yang dekat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal
peneliti karena sama-sama berada di Kabupaten
Melawi. Subjek dalam penelitian ini adalah empat
orang pejabat atau petugas yang memberikan
pelayanan e-KTP di Kecamatan Belimbing Kabupaten
Melawi yaitu Bapak Camat, Sekretaris Camat, Kasi
Pemerintahan, dan Supervisi dalam program
pembuatan e-KTP. Selama masa observasi peneliti
melakukan penelitian terhadap masyarakat yang
sedang melakukan pelayanan di  Kecamatan

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan-r- “Belimbing Kabupaten Melawi. Objek dalam

dalam suatu kumpulan atau kesatu,anr dan
menawarkan kepuasan meskipun haspra‘tldak tidak
terikat pada suatu produk secara«fiSik. ( Sinambela,
2006 : 5). Pelayanan publikgdi‘rtikan, pemberian
layanan ( melayani ) kepéfluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan.p da organisasi itu
sesuai dengan atufan pokok dan:tata cara yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik
adalah pemenuhan keinginan  dan | kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara negara. '

penel‘ﬂan ini adalah Kinerja Aparatur Pemerintah
dalam Pela;?énan e-KTP di Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi‘*MeIaIm penelitian ini, peneliti
akan'mendeskripsikan proses pelaksanaan Kinerja
Aparatur: Pemerintah di*,.ecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi.dalam membenkan pelayaan
khususnya di bidangpembuatan e—R"T,P Dalam
penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan
teknik triangulasi sumber dan. melakukan' ‘diskusi dan
konsultasi dengan pembimbing. b

L

Pelayanan publik merupakan usaha 1o p—

dilakukan kelompok atau seseorangratau birokrasi
untuk hmemberlkan bantuan dan kemudahan kepada
masyaraakat dalam rangka menc pai suatu tujuan
tertentu: Sebagaimana yang diungkapkan oleh Slaglar*
(1992: 1‘33 -134), yang menyatakan bahwa untuk-p r

—A, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik a alah..segala Ifeglatan
pelayanan yang dilaksanaka oleh penye%enggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

“ke%[}(tuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka

pegawai .dalam bersikap serta perilaku hend ,' pelaksanaan  ketentuan  peraturan nérundang-
berpedoman pada : 3 l un angan. Unit pelayanan publik adalah unit
-, keérja/kantor pelayanan pada  instansi ¢ pemerintah

|
1. Dasar hu’lsum yang jelas.

2. Hak dan Kewajiban warga negara yang dilayani
dinyatakan 'secara terbuka.
1

4

3. Interaksi berlangsung secara rasional
1

5

o

2). Metode Penelitian .,

———
-
——

Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara secara
mendalam, dan studi dokumentasi. Tahapan analisis
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan
Belimbing Kabupaten Melawi. Alasan peneliti
memilih di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi
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q termasuk BUMN/BUMD dan
& langsung-maupun

BHMN, yang secara
tidak langsung ' memberikan
pelayanan kepada penerima pelayanan; JPemberi
pelayanan. publik adalah pega ai instansi pemerintah
yang melaksanakan tugas dan fungsi/pelayanan publik
sesuai _dengam ® peraturan pé’rundang-undangan.
pelayanan publik adalah orangs/Mmasyarakat, lembaga
instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
_publik..Kepuasarpelayanan adalah hasil pendapat
dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan
yang diberikan oleh aparatur  penyelenggara
pelayanan publik. Sebagaimana telah diungkapkan
dalam latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian
dan tujuan penelitian di jelaskan bahwa penelitian ini
ditujukan pada kinerja Aparatur Pemerintah dalam
pelayanan publik di Kecamatan Belimbing Kabupaten
Melawi khususnya mengenai akuntabilitas kerja
Aparatur Pemerintah dalam menjalankan program e-
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KTP di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembahasan
dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana
kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik
Di Bidang Pembuatan e-KTP Di Kecamatan
Belimbing Kabupaten Melawi khususnya mengenai
akuntabilitas kerja Aparatur Pemerintah dalam
menjalankan  program e-KTP di  Kecamatan
Belimbing Kabupaten Melawi yang dilihat dari teori
pola penyelenggaraan akuntabilitas vaitu tingkat
kejujuran, obyektivitas, transparansi dan kemampuan
inovasi.

4.2.1. Tingkat Kejujuran

Masalah  dalam pelayanan  pemerintah
terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidak
puasan masyarakat terhadap pelayanan publik

pemerintah, antara lain yaitu Pela anan yang mahak== ‘Eeqad| di

pelayanan yang suka menuntut i balan, maragkmya
pungutan liar (pungli), yang membuapm'ﬁsyarakat
enggan untuk mengurus admmlsr,ras" 1 kependudukan
dengan aparat pelaksana dL.tmgkat kecamatan.
Perbaikan pelayanan puank juga sangat, berimplikasi
luas khusunya dalam memperbaiki kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. “Buruknya pelayanan
publik selama“ini menjadi salah satu variable penting
yang dapa'f mempengaruhi  kepuasan masyarakat
sehingga® kepercayaan = masyarakat |  terhadap
pemer,mtah dapat dibangun kembalil.

\ Untuk tingkat kejujuran aparatur pefnerintah
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tindakan pegawai kecamatan untuk masyarakat yang
jauh dan aksesnya yang sulit terjangkau, pegawai
kecamatan melakukan progran jemput bola yaitu
dimana pegawai kecamatan turun langsung kedesa-
desa untuk melaksanakan program e-KTP dan
program ini sangat membantu bagi masyarakat yang
jauh dan program ini mendapat respon yang baik
ditengan-tengah masyarakat. Adapun hambatan yang
kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
e-KTP yaitu kurangnya prosedur atau penjelasan
tentang pelaksanaan program e-KTP, seperti : apa itu
e-KTP, fungsi dan kegunaan e-KTP, proses
pembuatan e-KTp, syarat dalam pembuatan
e-KTP, biaya pembuatan e-KTP namun hal tersebut
tidak menjadikan alasan bagi pegawai Kecamatan
untuk menjalankan progran e-KTP diluar prosedur
yang telah ditetapkan. Selain itu hambatan lain yang
lapangan seperti jarak tempuh dari
kecamatan_ke desa-desa yang ukup jauh dan fasilitas
mfrastruktul"‘yang kurang memadai seperti akses jalan
yang rusak sehmgga,§ullt untu dilewati, apalagi pada
saatymusin penghujan, Maqun semuanya bisa teratasi
oleh"pegawai kecamatan yang menjalankan progran e-
KTP dan pegawai sendiri menjalankan progran
tersebut dengan rasa 1hklas dan penuh rasa tanggung
Jawab *
" Dari tindakan yang-dilakukan oteh pegawai
Kecamatan Belimbing dapat mempengaruhl'kepuasan
masyarakat sehingga pandangan masyarakat tentang

===gdanya unsur korupsi, kolusi dan nepotismeé dapat

—berkurang dan kepercayaan ‘masyarakat terhadap

Di Ke@amatan Belimbing sudah cukup baik, denganmsspemerintah dapat dibangun kembalis: 1

tidak adanya pungutan liar terhadap masyarakat yangi
melakukan pelayanan dan pembuatan e-KTP sendir

sudah §esual dengan prosedur dan sesuai den n I
peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi y ng! .,

penulis peroleh dari Camat di Kecamatan Belimbing, *
dalam me_!aksanakan pekerjaannya pegawair*‘ dll
Kecamatan Belimbing Kabupaten - elawi bahwa :

sesuai dengan~ prosedur dan tanggung jawab kami

masing-masing, mmana semua
kerja dalam satu tahun selalu  __dilaporkan dalam

bentuk laporan “akuntabilitas ~—kinerja “iinstansi
pememrintah ( LAKIR ) dan laporan ini' nantinya
akan diajukan bagi pemerintah daerah dan DPRD
Kabupaten Melawi sebagai”bah-.n._evaluasi untuk
menilai kinerja dan pertanggung jawaban Kantor
Camat Belimbing Kabupaten Melawi”. ( wawancara
hari rabu tanggal 24 juli 2013).

rencana keglatan

Dilihat dari hasil pembahasan diatas tingkat
kejujuran aparatur pemerintah Di  Kecamatan
Belimbing sudah cukup baik, dengan tidak adanya
pungutan liar terhadap masyarakat yang melakukan
pelayanan, menjalankan progran e-KTP sesuai dengan
prosedur dan sesuai dengan peraturan. Selain itu
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'm@yarakat dalam mencapai

Terselenggaranya pelayanan ~ yang® baik -'.'menjadi
‘prasyarat utama untuk mewujudkan | aspirasi
tujuan visi dan misi.
nanya tidak berlebihan jika pelayananlyang baik
jadi salah satu indikasi terwujudnya suatu
keptjasan tersendiri bagi masyakarat. Untuk itu

qdlperlukan pengembangan dan pener;ipan sistem
“ kami menjalankan tugas dan kewajiban kami sudah ~ akuntabilitas- yang tepat, jelas dan

r?'ata sehingga
penyelenggaraan pemerintaha dan pelayanan dapat
berlangsung secara jujur bertanggung jawab serta
bebas dari., KKN.-TFingkat k JUJu.ran sendiri dalam
organisasi sangatlah penting, karena kejujuran

merupakan perwujudan ,f'kewajlban untuk
mempertanggungjawabkan menerangkan Kkinerja
dan tindakan seseorang/pimpinan suatu organisasi

_kepada..pihak=yafig memiliki hal dan kewenangan

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
dalam pencapaian organisasi ( Bapak Saidi. S.Sos
dalam wawancara hari rabu tanggal 24 juli 2013).
Jika melihat dari pendapat diatas, kejujuran memiliki
manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan
kinerja pegawai dengan harapan agar pegawai
memiliki tanggungjawab pada tugas dan fungsinya
masing-masing. Tingkat kejujuran dapat
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mempengaruhi
menjalankan tugasnya
yang diemban tergantung sejauh

pola Kinerja pegawai dalam
sesuai dengan kewenangan
mana kejujuran

maupun
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jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat

dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya
berbagai pelanggaran dalam kegiatan

tersebut dijalankan. Hal ini menyebabkan sebuah pemerintan seperti korupsi. Melalui transparansi akan

tingkat kejujuran dipandang sudah cukup baik di
Kecamatan Belimbing, pegawai sendiri telah mengerti
akan manfaat sebenarnya dari kujujuran itu sendiri.

Obyektivitas

Kinerja seorang individu merupakan awal
yang sangat penting bagi Kkinerja organisasi.
Organisasi tidak akan dapat bisa berfungsi dengan
baik tanpa sumber daya manusia. Pegawai memiliki
andil sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali
yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan
organisasi denagn obyektif. Secara obyektivitas,

terciptanya  kepercayaan  timbal-balik  antara
pemerintah dan masyarakat karena masyarakat
mengetahui apa-apa yang dilakukan pemerintah.
Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah
merupakan modal yang penting untuk berjalannya
pemerintahan. Tingkat kepercayaan akan melahirkan
dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan
program-programnya.

Selain penciptaan peluang untuk
pengawasan, transparansi juga menjawab pertanyaan-
pertanyaan mengenai proses yang dilaksanakan
sehingga keterbukaan ini diharapkan menjadi umpan

pelayanan di Kecamatan Belimbin : khususnya dalam== Joallk untuk pelaksanaan pelayanan publik menjadi

pembuatan e-KTP sudah terorganisir deng;a.rkadénya
bagian-bagian yang menanganin  ,a_ ai dengan
tugas dan fungsinya masing- masl *g sehingga waktu
yang telah dltargetkan wdapat tercapai. secara
maksimal. Obyektivitas* “sebagai _tolake. ukur’ dalam
proses penyelenggraan akuntabilitas, kinerja paling
tidak bisa duadjk'én bahan untuk introspeksi diri
terhadap kemampuan dari setiap program yang

di Jalankanﬁpakah mengarah pada tujuan padaperiode
akhir pefencanaan...Dengan cara ini kinerja‘ suatu
mstansi pemerintah pada suatu talun tertentu dapat

efektlfda.n efisien. Hal ini berakibat pada buruknya
Kinerja penyelenggaraan pemeiintah dalam pelayanan
publik, ketidakpUasan masyar kat atas layanan yang
diberikan, dan lebih lamjut la i, masyarakat menjadi
tidak . percaya lagi k’epada pemerintahannya.
Transparansi sebagai tolak ~ “wkur dalam proses
penyelenggraan akuntabilitas klnbrja paling tidak
memberi’ manfaat bagi masyarakat seberapa besar
efektlvltas dan efisiensi p“nyelenggaraan* setlap
keglatan publik oleh pemerintah, yang hptabene
dibiayai oleh uang rakyat.

dibandingkan _kKinerjanya  dengan  tahun-tahummss: (
sebelumnya. Jika hal ini dapat ‘ikonkritkan maka—4.2.4. Kemampuan Inovasi |
dapat Pnenjadl salah satu pola alterhatif bagi pola ' ‘e ; 1
pertanggungjawaban (LPJ) seorang pemimpin. I

Pegawai yang kreatif dan movatlf mérupakan

Transp‘aran5| L
‘Penyelenggaran pemerintahan yang bersr
dan bebas| darl korupsi, kolusi, dan.nepotisme, ;—,

penyelenggaraan pemerintahan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai gemegang kedaulatan tertmggl "sesuai

dengan pereturamperundang undangan-yang berlaku.

Secara transpirasi, pelaksanaan pembuatan e-KTP_di
Kecamatan Bellmbmg dapat dilihat dari tanggung
jawab pegawai dalam ‘menjalankan program e-KTP
berupa dokumentasi atau‘Toto‘foIQ elaksanaan

Transparansi juga merupakan salah satu cara’

untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah
terhadap masyarakat. Melalui transparansi
penyelenggaarn pemerintah, masyarakat diberikan

kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi
dalam pemerintahan, termasuk diantaranya pelayanan
yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.
Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan
publik akan memudahkan pengawasan terhadap
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|nvesta5| yang sangat menguntungkan .,sekallgus

I
1 "4“38 gai modal dasar yang harus diperhitungkan.

itu setiap pegawai dituntut un{uk dapat

1 .
akuntabilitas adalah asas yang enentukan bahwa ! lo = gerjakan Pugiiuagya dengan gekuf dan

setiap keglatan dan hasil akhir d i setiap keglatan q

efisien. Penerapan sistem ke ja pegawai filakukan

melalui jalur-jalur pendidikan dan pela\tfhan (diklat).
Pemberian pendidikan dan pelatihan merupakan hal
yang sangat penting dalam suatu opgamsam karena

pendidikan’ dan pelatihan tida harya memanfaatkan
tenaga Kkerja tetapi juga salah .satu upaya untuk
memajukan - pegawai agar l§émampuan kerjanya
menjadi~ optimal.  Salah #'satu usaha untuk
mengembangkan potensi gawai adalah dengan cara
pendidikan dan..pefatihan pegawai.Pendidikan dan
“pelatihan dilaksanakan pada setiap instansi. Hal ini
dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi
untuk mendapatkan sumber daya manusia yang
berkualitas.

Kecamatan Belimbing merupakan salah satu
organisasi  pemerintah yang dalam cakupan
pekerjaannya berorientasi pada pelayanan jasa
masyarakat. Hal tersebut menuntut seluruh unsur yang
terkait dalam organisasi tersebut untuk dapat melayani
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kebutuhan masyarakat yang terkait dengan tujuan
organisasi. Pengembangan sumber daya manusia
melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) pada
dasarnya adalah peningkatan Kinerja pegawai yang
mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam
bekerja, artinya prestasi masing-masing pegawai
dinilai dan diukur menurut kriteria yang sudah
ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Pada sisi
inilah prestasi individu menjadi jaminan bagi
organisasi bahwa organisasi
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seperti jarak tempuh dari kecamatan ke desa-desa
yang cukup jauh dan fasilitas infrastruktur yang
kurang memadai seperti akses jalan yang rusak
sehingga sulit untuk dilewati, apalagi pada saat
musin penghujan, namun semuanya bisa teratasi
oleh pegawai kecamatan yang menjalankan progran
e-KTP.

2. Secara obyektivitas sudah
pelayanan di Kecamatan

sesuai dengan tujuan,
Belimbing khususnya

akan tetap mampu dalam pembuatan e-KTP sudah terorganisir dengan

menjawab setiap tantangan perubahan dan bahkan adanya bagian-bagian yang menanganinya sesuai

menjangkau setiap kemungkinan perubahan

masa yang akan datang. Dengan adanya pelaksanaan

pada dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan

adanya pembagian tugas dari masing-masing bagian

Diklat kepada para pegawai, diharapkan dapat dalam pelaksanaan e-KTP hal tersebut membantu

meningkatkan kinerja yang dilihat dari kuantitas
kerja, kualitas kerja serta prestasi kerja pegawai suatu
instansi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaguhi= == Bellmblng bisa memenuhi

proses pengembangan kemampuan movaswﬁegawal
pada Kecamatan Belimbing seperti dapat dilihat pada
data yang ada ialah tlngkatp ndld‘kan budaya

Kinerja, pengaruh lingkungar “dan -

asa kerja pegawai.

masyarakat yang mengalami hambatan dalam
pembuatan e-KTP bisa teratasi, selain itu juga
pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kecamatan
target yang dicapai
sebanyak 13.000 jiwa dan telah terselesaikan
sebanyak TOQOO lebih dan tersisa 2000 jiwa lebih,
hal ini dlkarenakhn\masyarakat yang kandalanya
kartu tanda panduduk yang lama ( KTP ) sudah

Pertama adalah faktor#tingkat pendidikan.” Tingkat tidak ada dar ada juga yang, tidak memiliki Kkartu

pegawd‘ mempengaruhi
Kinerjanya

pendidikan
pegawai dalam#" “melaksanakan

pemahaman
sesuai
dengan tugasnya Dengan tingkat pendidikan yang

keluarag ( KK ). Selain itu -da, Ilma (5) desa yang
belum meleksanakan pembuatan e-KTP dikerenakn
jarak tempuh yang sangat jauh dan infrastruktur

tinggi maka pemahaman-atas pentingnya jalah yang sangat sulit'untuk dilewat sehingga harus

pengembangan kemampuan dalam menjalankan
klnerla dari seorang pegawai juga akan sémakin, baik

pega

B. SIMPULAN DAN KETERBATASAN ‘

1. KfSlmpuIan
Kesimpulan yang dapat di: mbil dari hagié

penelltlah yang dilakukan di Kecamatan Belimbini
KapuatenMelawi adalah sebagai berikut : e
1.Tingkat %, kejujuran  aparatur

T T A Ry b
e-KTP sesuai 'tiengan prosedur dam sesuai dengan
peraturan. Selaln,ltu tindakan pegawali kecamatan
untuk masyarakatiyang jauh dan ‘aksesnya yang sulit
terjangkau, pegawaiikecamatan melakukan progran
jemput bola yaitu dimana pegaw i kecamatan turun
langsung ke desa-desa untukemel ksanakan program

e-KTP dan program ini sangat membaftt bagi=

masyarakat yang jauh dan program ini mendapat
respon yang baik ditengan-tengah masyarakat.
Adapun hambatan yang kelemahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan program e-KTP yaitu kurangnya
prosedur atau penjelasan tentang pelaksanaan
program e-KTP, seperti : apa itu e-KTP, fungsi dan
kegunaan e-KTP, biaya pembuatan e-KTP proses
pembuatan e-KTP, syarat dalam pembuatan e-KTP,
selain itu hambatan lain yang terjadi di lapangan
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1l

pemerintah  Di
Kecamatan Bellmblng sudah cukup optimal, dengan t.

pegawal kecamatan sendiri y. ng turun kelabangan

sehin nga mempercepat pula peningkatan, kinerja——3: Secara transparansi, pelaksanaan pembuatan e-
f" dalam memberikan pelayanan kepada pubhk- —— KTP di Kecamatan Belimbingdapat dilihat dari

jawab pegawai dalam menjalankan

| program e-KTP berupa dok mentasi atau foto-foto
pelaksanaan. Pelaksanaannya:sendiri cukup,adll
tidak memilih-milih atau memihak terhadap siapa

g dilayani, dan pegawai kecamatan sendiri

engutamakan masyarakat yang kondlsmya sedang

isakit, yang sudah tua atau lanjut Usia. Suatu
pelayanan juga dapat dilakukan djéngan tanpa
membeda-bedakan status dari masyarakat yang
dilayani atau dengan kata Ialh bagaimana
menciptakan pelayanan yan: adil dan demokratis.

= "Suatu pelayanan_harus menj njund tinggi etika dan
kejujuran, dan. lebih mengutamakn keterbukaan dan
“saling percaya antara mem erijpelayanan dengan
yang meneriman pelayanan dan bisa bertanggung
jawab atas pelayanan yang‘diberikan.

"4 Untuk m‘e'mr;gkatkan kreatifitas dan inovatif kerja

pegawai, Pegawai di Kecamatan Belimbing
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik
yang dilaksanakan di Kabupaten ataupun di
Kecamatan. Pemberian pendidikan dan pelatihan
merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
organisasi karena pendidikan dan pelatihan tidak
hanya memanfaatkan tenaga kerja tetapi juga salah
satu upaya untuk memajukan pegawai agar
kemampuan kerjanya menjadi optimal. Salah satu
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usaha untuk mengembangkan potensi pegawai
adalah dengan cara pendidikan dan pelatihan
pegawai.Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan
pada setiap instansi. Kuantitas kerja ditentukan pada
penggunaan waktu yang berarti banyaknya waktu
yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan
pekerjaan. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan
fungsi dalam memberikan pelayanan sangatlah
dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti bahwa
pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Oleh
karena itu, pegawai kantor Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi haruslah dapat mencerminkan
dirinya sebagai pelayan masyarakat yang dapat
menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan
apa yang telah ditetapkan seperti ketepatan waktu
penyelesaian pelayanan dibidang pembuatan e-KTP.
Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Belimbing,
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serta masyarakat Kecamatan Belimbing yang
terlibat dalam penelitian ini.
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